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PUTUSAN
Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Sub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 14 Juni 1985, umur 38
tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan
terakhir S1, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sekarang
berdomisili sementara di Kabupaten Sumbawa, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Golong, 02 April 1983, umur 40 tahun,
agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan terakhir SLTA,
bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04
Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sumbawa Besar dengan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Sub, tanggal 04
Desember 2023 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 26 November 2010 Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok
Barat, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
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Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nomor : XXX,

tertanggal 28 Februari 2011.

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kontrak yang beralamat di Lombok Barat selama kurang lebih 3 tahun,
kemudian pindah ke Sumbawa tingal di Asrama selama kurang lebih 2
tahun, dan pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di Unter
Gedong selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah ke rumah milik
bersama yang beralamat di Kabupaten Sumbawa selama kurang lebih 2
tahun 5 bulan.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. Anak I, umur 12 tahun.

b. Anak Il, umur 7 tahun.

4. Bahwa sekitar awal bulan Maret tahun 2023, ketentraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang
sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :

a. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan
dari Penggugat.

b. Tergugat sering keluar rumah tanpa  sepengetahuan
Penggugat,bahkan Tergugat pulang sampai subuh.

c. Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tak
pantas untuk di dengar dan bahkan Tergugat sering Mengancam
Penggugat menggunakan benda tajam (Parang).

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada
awal bulan Mei tahun 2023 yang akibat dari perselisihan dan
pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang.
Penggugat tinggal di kos-kosan yang terletak di . Kabupaten Sumbawa.
Dan Tergugat tinggal di rumah kontrakkan yang terletak Kabupaten

Sumbawa.
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6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan
kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena
sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai
suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat
dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan
untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik
bercerai dengan Tergugat.

8. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim
kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan
sebagai berikut:

PRIMER :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
SUBSIDER ;
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini

diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara

menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta
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hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
mediasi sebagaimana Perma nomor 1 tahun 2016 tentang pelaksanaan mediasi
atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini
dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan
surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Narmada Kabupaten
Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor XXX tanggal 28
Februari 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor XXX.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian
diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi.

Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, di bawah

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri

karena saksi adalah tetangga Penggugat;
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- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah bersama yang terletak di Kelurahan Brang Biji dan telah dikaruniai 2
orang anak ;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, akan tetapi sejak Maret 2023 kehidupan rumah tangga mereka
mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat disebabkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa
sepengetahuan Penggugat ;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa sejak Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal, di mana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama
hingga sekarang

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya
sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka
sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi Il, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri
karena saksi adalah teman Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah bersama yang terletak di Kelurahan Brang Biji dan telah dikaruniai 2
orang anak ;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, akan tetapi sejak Maret 2023 kehidupan rumah tangga mereka

mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat disebabkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa
sepengetahuan Penggugat ;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa sejak Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal, di mana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama
hingga sekarang

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya
sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka
sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada
intinya mengajukan pencabutan terhadap perkara a quo, dan selanjutnya
Penggugat mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan,
Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian dibacakanlah gugatan
Penggugat yang oleh Penggugat tetap dipertahankan, tanpa ada perubahan

maupun tambahan;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat
telah mengajukan pembuktian sebagaimana yang tercantum dalam duduk
perkara;

Menimbang, setelah pembuktian Penggugat menyatakan mencabut
gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan
lebih jauh;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut
tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk
itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat
tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam
perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang
berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor
1027/Pdt.G/2024/PA.Sub dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp.755.000,00 ( tujuh ratus lima puluh lima ribu ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024
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Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Dr. Moh. Fathi
Nasrulloh, S.H.l, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dedi Jamaludin, Lc dan Hafidzul
Aetam, S.Hi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan
oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan
didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sirajuddin, S. Ag.,

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd
Dedi Jamaludin, Lc Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hafidzul Aetam, S.Hi Panitera Pengganti

ttd
Sirajuddin, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran . Rp. 30.000,00
2 Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3 BiayaPanggilanPdanT : Rp. 600.000,00
4 PNBP PanggilanP danT : Rp. 20.000,00
5 PNBP Pencabutan : Rp 10.000,00
6 Materai : Rp. 10.000,00
7  Biaya redaksi . Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)
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